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ABSTRACT 

This article explores the urgency of applying the prudential principle in bank lending practices and the legal 

consequences that arise when this principle is neglected. Using a literature review approach, the study examines 

relevant Indonesian banking regulations, academic literature, and legal practices. The findings indicate that the 

prudential principle is not merely an internal guideline but a legal obligation. Violation of this principle may result 

in administrative sanctions from the Financial Services Authority (OJK), civil lawsuits, and even criminal 

prosecution. Furthermore, failure to apply this principle can damage the bank’s reputation and erode public trust. 

Therefore, comprehensive application of the prudential principle is essential for maintaining financial system 

stability and the credibility of the national banking sector. 
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ABSTRAK 

Artikel ini membahas urgensi penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh lembaga perbankan 

serta konsekuensi hukum yang timbul apabila prinsip tersebut diabaikan. Melalui pendekatan studi literatur, artikel 

ini mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan praktik hukum yang berlaku di Indonesia. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian bukan sekadar pedoman internal, tetapi juga menjadi 

ketentuan hukum yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi administratif dari OJK, tuntutan hukum 

perdata, hingga pidana. Selain itu, pengabaian prinsip ini juga berdampak pada rusaknya reputasi bank dan 

menurunnya tingkat kepercayaan publik. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian secara menyeluruh 

merupakan prasyarat mutlak dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kredibilitas sektor perbankan nasional. 
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 PENDAHULUAN 

Dalam sistem keuangan modern, bank memegang peranan sentral sebagai lembaga intermediasi 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam 

bentuk kredit atau pinjaman. Fungsi ini menjadikan bank sebagai aktor kunci dalam menopang 

pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, kegiatan perbankan tidak lepas dari risiko, terutama 

dalam pemberian kredit yang merupakan kegiatan inti dan sumber utama pendapatan bank. Oleh karena 

itu, dibutuhkan suatu kerangka hukum dan prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang dapat menjamin 

stabilitas sektor perbankan sekaligus melindungi kepentingan para nasabah dan pihak ketiga lainnya. 

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam hukum perbankan yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh bank, khususnya dalam menyalurkan kredit, 

dilakukan dengan analisis risiko yang cermat dan berdasarkan asas-asas kelayakan ekonomi serta kepatuhan 

hukum. Implementasi prinsip ini tidak hanya menjadi bagian dari good corporate governance, melainkan 

juga menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai regulasi perbankan di Indonesia. Bank 

Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas telah menetapkan sejumlah 

ketentuan yang harus dipatuhi oleh perbankan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut. 

Kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan risiko besar, baik bagi 

kelangsungan usaha bank itu sendiri maupun bagi perekonomian secara keseluruhan. Sejarah mencatat 

bahwa krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 sebagian besar disebabkan oleh lemahnya 

pengawasan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan, termasuk dalam hal pemberian 

kredit yang tidak sehat. Banyak bank pada masa itu terjerumus dalam praktik pemberian kredit yang 

bermasalah karena adanya konflik kepentingan, kolusi, dan pengabaian terhadap analisis risiko yang 

seharusnya menjadi syarat utama dalam proses persetujuan kredit. Pemberian kredit tanpa analisis risiko 

yang memadai atau tanpa jaminan yang cukup dapat menimbulkan kredit macet (non-performing 

loan/NPL) yang pada akhirnya membebani neraca keuangan bank. Akumulasi NPL yang tinggi dapat 

menggerogoti modal bank dan mengancam kelangsungan operasionalnya. Dalam konteks ini, bank sebagai 

badan hukum dan entitas bisnis tidak dapat serta-merta menghindari tanggung jawab hukum atas kerugian 

yang timbul, khususnya jika terbukti lalai atau abai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Di sisi lain, tanggung jawab hukum bank dalam praktik pemberian kredit menjadi isu penting yang 

seringkali menjadi objek sengketa antara debitur, kreditur, dan pihak ketiga. Banyak kasus hukum yang 

mengemuka di pengadilan memperlihatkan bahwa kelalaian bank dalam menilai kelayakan kredit, 

kelengkapan jaminan, atau itikad baik debitur dapat menyebabkan kerugian besar bagi nasabah ataupun 

pemegang saham. Dalam hal ini, keberadaan prinsip kehati-hatian harus dipahami tidak hanya sebagai 

standar operasional, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menilai akuntabilitas bank dalam 

menjalankan fungsinya. Hukum perbankan di Indonesia telah memberikan landasan normatif bagi 

pelaksanaan prinsip kehati-hatian, baik melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

maupun melalui berbagai peraturan OJK dan BI. Prinsip ini meliputi aspek analisis risiko, pemenuhan 

modal minimum, pembentukan cadangan kerugian, manajemen risiko internal, serta pemisahan fungsi audit 

dan pengawasan internal yang independen. Dalam praktiknya, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip 

ini secara sistematis dan terdokumentasi sebagai bagian dari pelaporan kepada otoritas pengawas. 

Namun demikian, tantangan dalam implementasi prinsip kehati-hatian masih cukup besar, terutama 
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 bagi bank-bank berskala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sistem 

teknologi informasi. Di samping itu, tekanan kompetisi dalam industri perbankan juga seringkali 

mendorong bank untuk mengambil risiko lebih besar dalam mengejar target pertumbuhan kredit. Hal ini 

dapat mengaburkan batas antara keputusan bisnis yang berani dengan pelanggaran prinsip kehati-hatian, 

terutama jika tidak disertai dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang ketat. Prinsip kehati-hatian 

sejatinya tidak hanya menjadi tanggung jawab internal bank, tetapi juga harus menjadi perhatian regulator 

dan auditor eksternal. OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa 

keuangan, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap lembaga perbankan menerapkan 

prinsip ini secara konsisten. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus bersifat preventif dan korektif, 

sehingga dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini dan memberikan sanksi yang proporsional 

terhadap setiap bentuk kelalaian atau pelanggaran. 

Selain itu, aspek edukasi dan pelatihan kepada para pegawai bank, khususnya di divisi kredit dan 

manajemen risiko, menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian. 

Tanpa pemahaman yang kuat mengenai pentingnya prinsip ini, setiap prosedur dan regulasi yang telah 

ditetapkan hanya akan menjadi formalitas belaka yang tidak diinternalisasi dalam budaya kerja lembaga 

perbankan. Aspek hukum juga memainkan peran penting dalam menjamin implementasi prinsip kehati-

hatian secara adil dan transparan. Hukum memberikan mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang 

dirugikan akibat kelalaian bank, baik melalui jalur perdata, pidana, maupun administrasi. Dalam hal ini, 

keberadaan yurisprudensi dan putusan pengadilan menjadi sumber penting dalam mengevaluasi sejauh 

mana prinsip kehati-hatian telah dijadikan standar pertanggungjawaban hukum dalam sengketa perbankan. 

Menarik untuk dicermati bahwa dalam beberapa kasus, bank justru dijadikan pihak tergugat karena dinilai 

tidak melakukan uji kelayakan yang cukup terhadap calon debitur, sehingga menimbulkan kerugian kepada 

pihak ketiga seperti penjamin atau pihak pembeli hak tagih (cessie). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip 

kehati-hatian bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara formal di hadapan pengadilan. Dengan demikian, prinsip kehati-

hatian dalam perbankan bukan hanya menjadi aspek teknis, melainkan juga bagian integral dari sistem 

hukum yang mengatur hubungan antara lembaga keuangan dan masyarakat. Dalam perspektif hukum, 

prinsip ini dapat menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan antara profitabilitas lembaga 

keuangan dan perlindungan hukum bagi publik. 

Di era digitalisasi dan transformasi teknologi finansial (fintech), penerapan prinsip kehati-hatian 

semakin kompleks. Bank tidak hanya bersaing dengan sesama bank konvensional, tetapi juga dengan entitas 

baru yang menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, prinsip kehati-hatian 

harus diadaptasi dengan pendekatan baru yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan lanskap 

industri keuangan. Namun demikian, esensi dari prinsip kehati-hatian tetap sama: mendorong bank untuk 

bertindak secara bertanggung jawab, transparan, dan berbasis pada analisis risiko yang mendalam. Oleh 

karena itu, penelitian mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam praktik kredit perbankan sangat 

relevan untuk memahami sejauh mana bank telah menjalankan kewajiban hukumnya serta bagaimana 

mekanisme tanggung jawab hukum dapat ditegakkan secara efektif dalam sistem hukum nasional. Artikel 

ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam praktik 

pemberian kredit oleh bank, serta bagaimana tanggung jawab hukum bank ditentukan ketika terjadi 

kegagalan kredit akibat kelalaian dalam implementasi prinsip tersebut. Analisis ini akan mencakup 
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 peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, serta praktik perbankan yang berkembang di 

Indonesia. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, diharapkan tulisan ini dapat memberikan 

kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum perbankan di Indonesia, sekaligus menjadi referensi 

bagi praktisi, akademisi, maupun regulator dalam merancang sistem perbankan yang sehat, adil, dan 

berkelanjutan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) sebagai pendekatan utama 

untuk mengkaji implementasi prinsip kehati-hatian dalam praktik kredit perbankan dari perspektif hukum. 

Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-

undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Studi literatur memungkinkan penulis 

untuk menghimpun berbagai sumber sekunder yang kredibel dan otoritatif, seperti Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan OJK terkait manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, serta 

literatur ilmiah yang membahas teori tanggung jawab hukum bank dalam kegiatan pemberian kredit. Selain 

itu, pendekatan ini juga mencakup penelaahan terhadap jurnal akademik, buku teks hukum, artikel ilmiah, 

dan sumber hukum lainnya yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai prinsip kehati-

hatian sebagai kewajiban hukum yang melekat pada kegiatan perbankan. Dalam pelaksanaannya, studi 

literatur dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai sumber yang 

relevan secara sistematis. Penelitian ini menitikberatkan pada interpretasi terhadap norma-norma hukum 

yang berlaku dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik perbankan berdasarkan 

contoh kasus atau yurisprudensi yang tersedia. Selain itu, penulis juga melakukan komparasi antara teori 

hukum perbankan yang berkembang secara akademik dengan realitas penerapannya dalam sistem 

perbankan di Indonesia, khususnya dalam konteks tanggung jawab hukum bank ketika prinsip kehati-hatian 

tidak dijalankan secara optimal. Dengan demikian, pendekatan studi literatur ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang mendalam dan terstruktur mengenai keterkaitan antara prinsip kehati-hatian, 

pengelolaan risiko kredit, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum 

perbankan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Implementasi Prinsip Kehati-hatian 

Prinsip kehati-hatian merupakan fondasi utama dalam kegiatan perbankan, khususnya dalam 

pemberian kredit yang berisiko tinggi terhadap stabilitas dan kesehatan keuangan bank. Dalam konteks 

hukum perbankan di Indonesia, prinsip ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan setiap bank menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip 

kehati-hatian untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga sistem keuangan secara keseluruhan. 

Kehati-hatian dalam pemberian kredit berarti bank wajib melakukan analisis kelayakan kredit secara 

menyeluruh dan mempertimbangkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pelunasan. Arifin 

(2020) menekankan bahwa manajemen risiko yang baik adalah kunci utama dalam menerapkan prinsip 

kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian yang signifikan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh 
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 bank diwujudkan melalui kebijakan internal yang mencakup prosedur analisis kredit, penilaian agunan, 

penetapan limit, dan pemantauan kredit secara berkelanjutan. Setiap tahapan ini dilakukan dengan 

memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas 

industri keuangan di Indonesia. Menurut Mulyani (2022), OJK memiliki peran strategis dalam memastikan 

bank-bank melaksanakan prinsip kehati-hatian secara konsisten melalui pengawasan berkala dan sanksi 

administratif terhadap pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan yang kuat dari 

otoritas merupakan pilar penting dalam menjaga penerapan prinsip kehati-hatian di sektor perbankan. 

Implementasi prinsip kehati-hatian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial. 

Artinya, bank tidak cukup hanya membuat dokumentasi kredit yang lengkap, tetapi juga harus benar-benar 

memastikan bahwa setiap keputusan kredit didasarkan pada analisis risiko yang akurat. Lestari (2017) 

menggarisbawahi bahwa kegagalan bank dalam menilai kemampuan dan kesanggupan debitur membayar 

utang dapat menimbulkan kerugian besar yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas bank itu sendiri 

dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kehati-hatian bukanlah pilihan, melainkan 

keharusan yang melekat pada kegiatan perbankan. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga melibatkan 

penggunaan berbagai instrumen analisis seperti prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan 

condition) dalam menilai calon debitur. Setiawan (2023) mencatat bahwa penerapan 5C harus dilakukan 

secara obyektif dan tidak sekadar formalitas. Penilaian yang bias atau tidak akurat dapat menyebabkan 

kredit bermasalah yang akan sulit ditagih dan menjadi beban bagi bank. Maka dari itu, profesionalisme 

analis kredit dan integritas manajemen bank sangat menentukan keberhasilan penerapan prinsip kehati-

hatian. 

Dalam praktiknya, banyak bank menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian 

secara menyeluruh, terutama ketika berhadapan dengan tekanan target bisnis atau intervensi pihak internal. 

Yunita (2021) mencatat bahwa sering kali bank memberikan kredit karena pertimbangan relasi personal 

atau tekanan pihak internal, bukan semata-mata karena kelayakan debitur. Praktik semacam ini 

menunjukkan bahwa ada jurang antara teori kehati-hatian dan praktik nyata di lapangan yang berpotensi 

menimbulkan risiko hukum. Peraturan OJK dan kebijakan internal bank telah mengatur mekanisme mitigasi 

risiko untuk memastikan prinsip kehati-hatian diterapkan secara konsisten. Di antaranya adalah 

pembentukan komite kredit, sistem skor risiko debitur, dan peninjauan berkala terhadap portofolio kredit. 

Namun, menurut Firmansyah (2019), banyak dari mekanisme tersebut hanya dijalankan secara 

administratif tanpa evaluasi kualitas atau keefektifannya dalam menurunkan risiko. Hal ini menyebabkan 

prinsip kehati-hatian menjadi slogan tanpa makna nyata. 

Salah satu implementasi penting prinsip kehati-hatian adalah adanya pelaporan rutin dari pihak 

bank kepada OJK mengenai rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Jika rasio ini melebihi 

ambang batas yang diperbolehkan, OJK dapat mengeluarkan teguran atau sanksi lainnya. Prasetyo (2016) 

menyebutkan bahwa pelaporan semacam ini sangat penting untuk mencegah terjadinya sistemik krisis 

akibat pembengkakan kredit bermasalah yang tidak tertangani. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam 

pemberian kredit harus menjadi budaya dan bukan sekadar kepatuhan formal. Pada tataran praktis, bank 

juga dituntut untuk melakukan pemantauan berkala terhadap kinerja debitur pasca pemberian kredit. Hal 

ini menjadi bagian dari implementasi prinsip kehati-hatian dalam jangka panjang. Fitria dan Maulidah 

(2021) menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana kredit dan kemampuan bayar debitur 

harus dilakukan secara berkala agar potensi risiko dapat dideteksi sejak dini. Dengan demikian, peran unit 
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 pengawasan internal menjadi sangat krusial dalam menjamin penerapan prinsip ini. 

Kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sering kali bermuara pada terjadinya kredit 

macet. Dalam kasus seperti ini, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada debitur, tetapi juga kepada 

bank sebagai penyedia fasilitas kredit. Sari dan Hidayat (2020) menegaskan bahwa ketidakcermatan bank 

dalam menganalisis kelayakan kredit dapat dikategorikan sebagai kelalaian hukum yang menimbulkan 

konsekuensi yuridis. Ini menjadi bukti bahwa prinsip kehati-hatian bukan hanya prinsip bisnis, tetapi juga 

norma hukum yang mengikat. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat memegang tanggung jawab 

hukum dan moral dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian harus 

tercermin dalam setiap aspek manajemen risiko, mulai dari kebijakan, prosedur, hingga tindakan nyata di 

lapangan. Basyar (2018) menyatakan bahwa bank tidak dapat bersembunyi di balik justifikasi bisnis jika 

terjadi kesalahan akibat kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Hukum memberikan batas dan 

sanksi yang tegas terhadap praktik perbankan yang merugikan masyarakat. 

Dalam perspektif perlindungan konsumen, implementasi prinsip kehati-hatian juga merupakan 

jaminan bahwa masyarakat tidak dirugikan akibat keputusan kredit yang tidak bertanggung jawab. Bank 

yang bertindak gegabah dalam menyalurkan kredit berpotensi menciptakan kerugian tidak hanya bagi 

dirinya sendiri, tetapi juga bagi nasabah lain dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, prinsip kehati-

hatian menjadi bentuk tanggung jawab kolektif industri perbankan untuk menjaga kredibilitas sistem 

keuangan nasional. Implementasi prinsip kehati-hatian juga berdampak terhadap citra dan reputasi bank. 

Bank yang secara konsisten menjalankan prinsip ini akan membangun kepercayaan pasar dan menarik lebih 

banyak nasabah. Sebaliknya, bank yang mengabaikan prinsip ini dan terjerat kasus kredit bermasalah akan 

kehilangan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian memiliki nilai strategis 

dalam jangka panjang. Arifin (2020) mengemukakan bahwa manajemen risiko yang andal dan penerapan 

prinsip kehati-hatian menjadi indikator kualitas tata kelola yang baik (good corporate governance) dalam 

sektor perbankan. 

Dalam skema penilaian kesehatan bank, implementasi prinsip kehati-hatian menjadi salah satu 

faktor utama. Bank Indonesia dan OJK menetapkan rasio-rasio tertentu seperti NPL, rasio kecukupan 

modal, dan rasio pinjaman terhadap simpanan sebagai tolok ukur penerapan prinsip ini. Ketidakpatuhan 

terhadap standar tersebut akan berdampak pada turunnya peringkat kesehatan bank dan berpotensi dikenai 

tindakan korektif. Dengan demikian, implementasi prinsip kehati-hatian bukan sekadar rekomendasi, 

melainkan kewajiban hukum yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup bank. Secara 

keseluruhan, penerapan prinsip kehati-hatian merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab hukum 

bank dalam kegiatan usaha, khususnya pada sektor pembiayaan. Prinsip ini mencerminkan integritas, 

profesionalisme, dan kepatuhan hukum yang wajib dipegang oleh seluruh insan perbankan. Ketika prinsip 

ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya bank yang terlindungi, tetapi juga masyarakat dan 

stabilitas sistem keuangan nasional. 

 

2. Konsekuensi Hukum Bagi Bank 

Ketika prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tidak diterapkan secara optimal, bank dapat 

menghadapi berbagai konsekuensi hukum yang serius. Konsekuensi ini tidak hanya berdampak pada aspek 

administratif, tetapi juga mencakup sanksi pidana, perdata, hingga reputasi kelembagaan. Dalam sistem 

hukum perbankan Indonesia, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian merupakan pelanggaran terhadap 
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 ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dikenai sanksi oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Prasetyo (2016), 

kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat berujung pada krisis kepercayaan yang luas 

terhadap industri perbankan dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Salah satu bentuk 

konsekuensi hukum paling umum adalah sanksi administratif dari OJK. Sanksi ini dapat berupa teguran 

tertulis, pembekuan kegiatan usaha tertentu, hingga pencabutan izin usaha bank. Menurut Mulyani (2022), 

OJK secara aktif melakukan pengawasan dan tidak segan memberikan sanksi apabila ditemukan adanya 

pelanggaran prinsip kehati-hatian, terutama jika pelanggaran tersebut berdampak pada meningkatnya rasio 

kredit bermasalah atau kerugian keuangan yang signifikan. Sanksi administratif ini bertujuan memberikan 

efek jera dan mendorong perbaikan sistem manajemen risiko secara menyeluruh. 

Selain sanksi administratif, bank juga dapat menghadapi tuntutan hukum secara perdata dari pihak-

pihak yang merasa dirugikan akibat kelalaian bank dalam menyalurkan kredit. Tuntutan perdata ini bisa 

datang dari debitur yang merasa dirugikan karena proses analisis kredit yang tidak fair, atau dari pihak 

ketiga seperti investor maupun nasabah lainnya. Firmansyah (2019) mencatat bahwa dalam beberapa kasus, 

pengadilan dapat memutuskan bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige 

daad) apabila terbukti tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit. Ini 

membuktikan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian adalah tanggung jawab hukum, bukan sekadar praktik 

manajerial internal. Dalam situasi yang lebih ekstrem, pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat menjerat 

pihak manajemen bank ke dalam ranah hukum pidana. Misalnya, jika terdapat indikasi bahwa kredit 

diberikan dengan motif korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka pejabat bank dapat dikenai pasal-pasal dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lestari 

(2017) menyatakan bahwa praktik manipulasi data debitur, pemalsuan agunan, atau rekayasa kelayakan 

kredit dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara serta denda. Oleh 

karena itu, penting bagi pejabat bank untuk tidak hanya memahami prinsip kehati-hatian, tetapi juga 

memiliki integritas dalam pelaksanaannya. 

Konsekuensi hukum juga bisa berbentuk kerugian reputasi yang berdampak panjang. Bank yang 

diketahui melanggar prinsip kehati-hatian akan kehilangan kepercayaan publik dan pelaku pasar, yang 

berujung pada penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (rush money), penurunan saham, dan bahkan 

potensi kebangkrutan. Setiawan (2023) menjelaskan bahwa kepercayaan adalah aset utama bank, dan sekali 

rusak karena pelanggaran prinsip kehati-hatian, akan sangat sulit dipulihkan. Ini menjadi tekanan moral 

sekaligus hukum bagi bank untuk konsisten menerapkan prinsip tersebut. Dampak lain yang tak kalah 

penting adalah terganggunya stabilitas sistem keuangan nasional. Bank yang gagal mengendalikan risiko 

kredit akan berkontribusi pada peningkatan Non-Performing Loan (NPL) secara nasional, yang pada 

akhirnya mengurangi likuiditas dan solvabilitas sektor perbankan. Dalam konteks ini, pelanggaran prinsip 

kehati-hatian bukan hanya persoalan internal bank, tetapi menjadi isu nasional. Yunita (2021) menyatakan 

bahwa krisis perbankan pada akhir 1990-an di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana pengabaian 

prinsip kehati-hatian dapat menyebabkan keruntuhan sistemik yang luas, mengakibatkan campur tangan 

pemerintah dan pembiayaan kembali yang besar. 

Bank juga dapat dikenai konsekuensi hukum dalam bentuk tuntutan dari pemegang saham atau 

investor apabila pelanggaran prinsip kehati-hatian menyebabkan kerugian material terhadap nilai saham 

atau laba perusahaan. Arifin (2020) menggarisbawahi bahwa prinsip tanggung jawab fidusia dari direksi 
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 dan komisaris bank mewajibkan mereka untuk bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian yang tinggi. 

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat menjadi dasar gugatan hukum oleh pemilik modal. Selain 

itu, lembaga perbankan juga diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang transparan dan akurat 

mengenai kondisi keuangan, termasuk kualitas kredit yang disalurkan. Jika laporan tersebut tidak 

mencerminkan keadaan sebenarnya karena manipulasi atau kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-

hatian, maka bank dapat terjerat dalam pelanggaran terhadap peraturan pasar modal, khususnya jika bank 

tersebut telah go public. Sari dan Hidayat (2020) menyebutkan bahwa pelaporan palsu atau menyesatkan 

dalam laporan keuangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan UU Pasar Modal. 

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam industri 

perbankan memang merupakan tantangan besar, terutama ketika pelanggaran tersebut tidak bersifat 

insidental, melainkan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan melibatkan banyak pihak internal bank. 

Fenomena ini menandakan adanya kelemahan mendasar dalam sistem tata kelola dan pengawasan internal, 

yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi serta mencegah pelanggaran sejak dini. Fitria 

dan Maulidah (2021) menekankan bahwa audit internal yang lemah, serta minimnya pengawasan 

independen, membuat celah pelanggaran semakin terbuka lebar. Dalam banyak kasus, pelanggaran ini 

bahkan melibatkan manajemen puncak yang menyalahgunakan kewenangan mereka dalam proses 

pemberian kredit dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ketika aktor internal memiliki kendali penuh 

atas proses dan pengawasan tidak berjalan efektif, maka sistem yang ada akan sulit untuk menolak atau 

mengoreksi praktik-praktik menyimpang tersebut. 

Kondisi ini diperparah oleh masih lemahnya integritas dan akuntabilitas di beberapa institusi 

perbankan. Budaya organisasi yang permisif terhadap praktik kolusi, nepotisme, atau bahkan korupsi 

menjadikan prinsip kehati-hatian bukan sebagai panduan kerja, tetapi hanya sebatas formalitas administratif 

yang mudah dimanipulasi. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian 

finansial yang signifikan, tetapi juga menciptakan preseden buruk yang mengikis kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem perbankan nasional. Dalam jangka panjang, ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian 

akan memperbesar risiko sistemik yang dapat memicu krisis keuangan. Maka dari itu, pendekatan yang 

lebih struktural dan menyeluruh dibutuhkan, termasuk memperkuat mekanisme whistleblower, 

meningkatkan kualitas pelatihan manajemen risiko, serta memastikan adanya sanksi tegas yang bersifat 

jera. Lebih jauh, pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pengawas lainnya 

perlu diperkuat tidak hanya dalam hal intensitas, tetapi juga dalam aspek independensi dan daya dorong 

penegakannya. Meskipun secara normatif OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi 

administratif, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional, namun dalam praktiknya, 

penindakan terhadap bank yang melanggar sering kali terkesan lambat atau tidak tuntas. Hal ini bisa 

disebabkan oleh kendala politik, lobi industri, atau kompleksitas pembuktian hukum. Oleh karena itu, 

penting untuk meninjau ulang prosedur pengawasan agar lebih adaptif terhadap dinamika keuangan modern 

yang sarat inovasi namun juga penuh risiko tersembunyi. Penguatan sistem pelaporan berkala yang berbasis 

teknologi informasi, seperti sistem early warning, dapat menjadi alat bantu yang efektif untuk mempercepat 

deteksi pelanggaran. 

Tidak hanya terbatas di tingkat nasional, bank yang beroperasi secara internasional pun 

menghadapi tekanan untuk mematuhi standar prudensial global yang ditetapkan oleh Basel Committee on 

Banking Supervision. Basel II dan Basel III, misalnya, menetapkan serangkaian parameter yang harus 
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 dipenuhi bank untuk menjamin stabilitas keuangan, termasuk ketentuan rasio kecukupan modal, 

manajemen risiko operasional, serta likuiditas. Seperti dikemukakan oleh Basyar (2018), kegagalan bank 

dalam memenuhi standar internasional tersebut dapat berujung pada pembatasan operasional, denda, hingga 

pencoretan dari daftar mitra koresponden bank global. Dengan kata lain, pelanggaran prinsip kehati-hatian 

bukan hanya mengancam operasional bank di dalam negeri, tetapi juga membatasi partisipasi mereka dalam 

pasar keuangan global yang sangat kompetitif dan saling terkoneksi. Kewajiban bank untuk mematuhi 

prinsip kehati-hatian sesuai standar internasional semakin penting di era digitalisasi perbankan yang 

menuntut pengambilan keputusan kredit yang cepat namun tetap akurat. Kecepatan pelayanan tidak boleh 

mengorbankan kualitas analisis risiko. Di sinilah peran sistem informasi dan teknologi dalam mendukung 

proses pengambilan keputusan berbasis data menjadi krusial. Bank perlu membangun ekosistem digital 

yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko yang mampu menilai kelayakan kredit berdasarkan profil 

risiko debitur, kondisi ekonomi makro, serta tren pasar. Tanpa integrasi tersebut, bank berisiko memberikan 

kredit secara serampangan hanya demi mengejar target pertumbuhan, dan pada akhirnya melanggar prinsip 

kehati-hatian. 

Sementara itu, dari perspektif hukum, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko 

merupakan dasar legal yang menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian. Namun demikian, implementasi 

regulasi tersebut masih belum maksimal. Banyak bank yang masih menganggap kewajiban tersebut sebagai 

beban administratif, bukan sebagai mekanisme proteksi yang bernilai strategis. Oleh karena itu, perlu ada 

perubahan paradigma, baik di level regulator maupun pelaku industri, bahwa prinsip kehati-hatian adalah 

fondasi keberlanjutan bisnis perbankan yang sehat dan bertanggung jawab secara hukum maupun sosial. 

Dalam rangka memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian, kolaborasi 

antarlembaga juga menjadi faktor kunci. Selain OJK, peran Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK), serta aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan harus 

disinergikan dalam kerangka kerja yang jelas dan terkoordinasi. Sistem peringatan dini yang bersifat lintas 

sektoral dan lintas data dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan atau kredit 

bermasalah yang berulang. Dengan demikian, respons hukum bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tepat 

sasaran, tanpa harus menunggu kerugian yang besar terlebih dahulu. 

Lebih dari sekadar tindakan hukum, pendekatan preventif melalui edukasi dan pelatihan kepada 

para pegawai bank di semua level juga tidak kalah penting. Pendidikan yang menanamkan nilai integritas, 

transparansi, dan tanggung jawab sosial akan membentuk budaya kerja yang berorientasi pada prinsip 

kehati-hatian. Pelatihan manajemen risiko berbasis studi kasus nyata akan membantu para pengambil 

keputusan memahami dampak nyata dari pelanggaran prinsip tersebut. Jika nilai-nilai ini tertanam kuat, 

maka potensi pelanggaran dapat diminimalkan, karena setiap individu dalam institusi akan memahami 

konsekuensi etis, hukum, dan bisnis dari keputusan yang mereka ambil. Dengan demikian, konsekuensi 

hukum atas pelanggaran prinsip kehati-hatian bukan hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Regulasi 

yang ketat, sanksi yang tegas, dan pengawasan yang berkelanjutan bertujuan untuk mencegah kerugian 

besar yang dapat ditimbulkan oleh kelalaian dalam pengelolaan kredit. Oleh karena itu, bank wajib 

membangun budaya kepatuhan hukum dan tata kelola yang baik (good governance) sebagai bagian dari 

penerapan prinsip kehati-hatian. Konsekuensi hukum juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh pelaku 

industri keuangan, bahwa dalam dunia perbankan yang berbasis kepercayaan, prinsip kehati-hatian adalah 
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 garis batas yang tidak boleh dilanggar. Setiap pelanggaran terhadap prinsip ini, sekecil apa pun, akan 

membuka celah terhadap masalah hukum yang kompleks dan berdampak luas. Oleh karena itu, kehati-

hatian bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga etika profesional yang melekat dalam seluruh kegiatan 

perbankan. 

 

 

 KESIMPULAN 

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank merupakan elemen fundamental 

dalam menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan integritas sistem perbankan di Indonesia. Prinsip ini tidak 

hanya mencerminkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang bertanggung jawab, tetapi juga 

menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai regulasi perbankan nasional. Kegagalan bank dalam 

menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, baik secara administratif, 

perdata, maupun pidana, serta dapat mengakibatkan kerugian reputasi dan menurunnya kepercayaan publik 

terhadap institusi keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK, serta adanya standar internasional 

seperti Basel II dan Basel III, memperkuat pentingnya implementasi prinsip ini secara konsisten dan 

menyeluruh. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah, meningkatkan kepercayaan 

publik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, maka bank wajib membangun sistem 

pengendalian internal yang kuat, melibatkan audit yang independen, serta memastikan bahwa setiap proses 

kredit dilakukan dengan analisis yang mendalam dan berbasis pada prinsip kehati-hatian yang sesuai 

dengan norma hukum dan etika profesi perbankan. 

  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arifin, Z. (2020). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

Basyar, H. (2018). Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish. 

Firmansyah, H. (2019). Analisis hukum terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank. 

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 7(2), 112–124. 

Fitria, Y., & Maulidah, R. (2021). Prinsip kehati-hatian dalam kredit bermasalah: Kajian hukum terhadap 

tanggung jawab bank. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 9(1), 67–80. 

Lestari, D. P. (2017). Tanggung jawab hukum bank dalam kasus kredit macet berdasarkan prinsip kehati-

hatian. Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia, 11(3), 203–215. 

Mulyani, S. (2022). Peran OJK dalam pengawasan prinsip kehati-hatian perbankan di Indonesia. Jurnal 

Legislasi Indonesia, 19(1), 88–98. 

Prasetyo, R. (2016). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam praktik kredit perbankan. Jurnal Hukum dan 

Perbankan, 10(2), 145–158. 

Sari, M. Y., & Hidayat, R. (2020). Analisis yuridis terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam 

pembiayaan kredit UMKM. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(1), 54–63. 

Setiawan, A. (2023). Kredit macet dan implikasinya terhadap tanggung jawab hukum bank: Studi kasus di 

beberapa bank umum nasional. Jurnal Hukum Keuangan Negara, 4(2), 173–186. 

Yunita, R. (2021). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam sistem pengawasan internal bank. Jurnal 

Manajemen dan Hukum Perbankan, 6(2), 121–133. 


